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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the system of supervision and financial reporting of school funding in Indonesia, identify 

its structural risks, and draw critical comparative lessons from the educational funding mechanisms implemented in 

Canada. Operating within a qualitative approach using a literature review method, this study examines financial 

regulations, agency theories, and empirical research documents regarding educational management. The findings 

demonstrate that while the nationwide implementation of the School Activity and Budget Plan Application (ARKAS) 

significantly enhances bureaucratic transparency, schools still encounter substantial operational risks, including fund 

disbursement delays, rapid regulatory changes, and limited technological infrastructure. Under the lens of Agency 

Theory, a head-to-head comparison reveals that Canada minimizes information asymmetry by accentuating outcome-

based accountability and a highly progressive needs-based funding formula, whereas Indonesia concentrates heavily 

on rigid input compliance. Additionally, applying Resource Dependence Theory clarifies that the 40% honorarium 

restriction in Permendikdasmen No. 8 of 2025 triggers a double agency dilemma strictly for resource-dependent 

private schools. This study concludes that a strategic shift toward flexible digital governance and needs-based resource 

distribution is critical to mitigating residual losses and improving educational accountability in Indonesia. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan dan pelaporan keuangan pembiayaan sekolah di 

Indonesia, mengidentifikasi risiko strukturalnya, serta menyintesis pembelajaran komparatif kritis dari mekanisme 

pendanaan pendidikan yang diterapkan di Kanada. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi 

kepustakaan, penelitian ini mengkaji regulasi keuangan, teori-teori keagenan, serta dokumen penelitian empiris terkait 

manajemen pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi nasional Aplikasi Rencana 

Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) secara signifikan meningkatkan transparansi birokratis, sekolah masih 

menghadapi risiko operasional yang substansial, termasuk keterlambatan pencairan dana, perubahan regulasi yang 

cepat, dan keterbatasan infrastruktur teknologi. Berdasarkan pisau analisis Teori Keagenan, perbandingan head-to-head 

menunjukkan bahwa Kanada meminimalkan asimetri informasi dengan menekankan akuntabilitas berbasis hasil 

(outcome) dan formula pendanaan berbasis kebutuhan (needs-based funding) yang sangat progresif, sementara 

Indonesia masih terkonsentrasi padat pada kepatuhan input yang kaku. Selain itu, penerapan Resource Dependence 

Theory mengklarifikasi bahwa pembatasan honorarium maksimal 40% dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 

memicu dilema keagenan ganda (double agency dilemma) khusus bagi sekolah swasta yang dependen pada anggaran 

negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran strategis menuju tata kelola digital yang fleksibel dan distribusi 

sumber daya berbasis kebutuhan sangat krusial untuk memitigasi dampak buruk (residual loss) serta meningkatkan 

akuntabilitas pembiayaan pendidikan di Indonesia. 

 

Kata Kunci : Akuntabilitas; ARKAS; Dana Sekolah; Pembiayaan Pendidikan; Teori Keagenan. 
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PENDAHULUAN 

 

Pendidikan merupakan instrumen utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang 

berkualitas, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada pengelolaan pembiayaan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel (Mulyasa, 2023). Keberhasilan program pendidikan di satuan pendidikan 

sangat dipengaruhi oleh kecukupan anggaran serta efektivitas tata kelola administrasinya (Fattah, 

2022). Di Indonesia, komitmen anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN sesuai amanat 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah 

diimplementasikan, salah satunya melalui skema dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau 

Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 

2025). Dana ini dirancang untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia agar sekolah dapat 

menyelenggarakan layanan secara lebih optimal (Hidayat & Tolla, 2021). 

Namun demikian, meningkatnya alokasi finansial ini belum sepenuhnya linear dengan 

peningkatan mutu hasil belajar siswa jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan dan 

pertanggungjawaban yang kuat (Mardiasmo, 2018). Aparat pengawas internal pemerintah masih 

kerap menemukan tantangan serius berupa asimetri informasi dan moral hazard di lapangan, mulai 

dari keterlambatan administrasi hingga ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Isu kritis dalam 

penelitian ini berfokus pada ketimpangan antara arah regulasi formal mutakhir—yaitu Peraturan 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 8 Tahun 2025—dengan realitas manajerial 

sekolah yang menghadapi kendala infrastruktur digital dan keterbatasan kompetensi SDM 

keuangan (Aliyah et al., 2025). Penelitian ini bertujuan membedah proses pengawasan pembiayaan 

tersebut secara holistik, mengidentifikasi risiko sistemiknya, serta mensintesis pembelajaran praktis 

dari sistem pendanaan Kanada (Needs-Based Funding) dengan pisau analisis teori keagenan. 

 

METODE 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library 

research) untuk menganalisis secara mendalam model pembiayaan pendidikan global.  Sumber data 

utama dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi data literatur sekunder yang mencakup artikel 

jurnal ilmiah bereputasi, buku teks manajemen pembiayaan, serta dokumen kebijakan makro seperti 

Education Finance Watch dari World Bank dan laporan performa pendidikan OECD. Analisis data 

dilakukan secara komparatif dan sintetik. Peneliti memetakan perbedaan struktur pendanaan 

nasional (skema BOS) di Indonesia dengan sistem desentralisasi finansial Kanada. Selanjutnya, 

dilakukan analisis kelayakan (feasibility study) terhadap instrumen pembiayaan inovatif dari 

dokumen Patrinos dan Tanaka (2024) untuk diadopsi ke dalam konteks regulasi di Indonesia.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Tata kelola keuangan pendidikan di era modern menuntut adanya harmonisasi antara 

pengawasan birokratis dan fleksibilitas operasional satuan pendidikan. Di Indonesia, transformasi 

instrumen monitoring terkunci melalui pemanfaatan rilis regulasi terbaru serta digitalisasi 

pelaporan akuntansi sekolah. Berdasarkan landasan hukum mutakhir, yaitu Permendikdasmen 

Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan 

Pendidikan (BOSP), pemerintah menerapkan batasan plafon pengeluaran yang ketat sebagai 

mekanisme kontrol formal untuk mereduksi potensi penyimpangan anggaran. Untuk membedah 
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efektivitas regulasi ini secara mendalam, studi komparatif dengan sistem pendanaan pendidikan di 

Kanada disintesis menggunakan pisau analisis Teori Agensi (Agency Theory) yang digagas oleh 

Jensen dan Meckling (1976). 

Dalam bingkai Teori Agensi, hubungan tata kelola keuangan sekolah diposisikan sebagai 

relasi antara Principal (pemberi mandat anggaran/negara/masyarakat) dan Agent (pelaksana 

mandat/kepala sekolah dan bendahara). Asimetri informasi (information asymmetry) yang terjadi 

akibat jarak sosiologis dan birokratis antara kedua belah pihak dimitigasi dengan pendekatan yang 

berbeda di masing-masing negara, sebagaimana dijabarkan dalam matriks komparatif berikut: 

Tabel 1. Matriks Komparatif Tata Kelola Keuangan Indonesia Dan Kanada Dalam Teori 

Agensi 

Dimensi 

Analisis 

Sistem di Indonesia 

(Permendikdasmen No. 

8/2025) 

Sistem di Kanada 

(Fokus: 

Ontario/Alberta) 

Analisis Perspektif 

Teori Agensi  

(Agency Theory) 

Hubungan 

Principal-

Agent 

Hubungan bersifat 

birokratis-sentralistik. 

Pemerintah Pusat 

mendikte batas alokasi 

secara kaku 

(Kementerian Pendidikan 

Dasar dan Menengah, 

2025). 

Hubungan berbasis 

kemitraan delegatif. 

School Boards diberikan 

otonomi finansial tinggi 

terikat kontrak kinerja 

makro (Herman, 2013). 

Pengaturan batas kuota 

belanja kaku 

mencerminkan upaya 

principal membatasi 

discretionary power 

agent (Jensen & 

Meckling, 1976). 

Asimetri 

Informasi 

& 

Monitoring 

Diminimalisir melalui 

integrasi sistem digital 

ARKAS dan SIPLah 
untuk mengunci 

kepatuhan input belanja 

(Aliyah et al., 2025). 

Diminimalisir melalui 

sistem audit publik 

daring, pelaporan 
terpadu, dan pemantauan 

indikator mutu (The 

Education Trust-

Midwest, 2020). 

Indonesia mengontrol 

ketat pilihan input 

anggaran agent, 
sedangkan Kanada 

memitigasi asimetri 

informasi pada kualitas 

output. 

Mekanisme 

Insentif & 

Disinsentif 

Alokasi BOS Kinerja 

sebagai insentif. 

Disinsentif berupa 

penundaan dana jika 

laporan ARKAS 

terlambat 

(Permendikdasmen No. 

8/2025). 

Menggunakan 

pendekatan Needs-Based 

Funding proporsional 

berbasis karakteristik 

risiko siswa (Herman, 

2013). 

Sanksi penundaan salur 

di Indonesia akibat 

kelalaian administratif 

agent berisiko memicu 

dampak buruk langsung 

pada siswa (residual 

loss). 

Biaya 

Agensi 

(Agency 

Costs) 

Biaya pengawasan 

administratif (monitoring 

costs) sangat tinggi 

karena Agent harus 

membuktikan kepatuhan 

terhadap persentase 

angka plafon kaku di 

Biaya pengawasan lebih 

efisien karena sistem 

audit terintegrasi pada 

level makro, namun 

memiliki biaya 

pengikatan (bonding 

costs) yang tinggi untuk 

Regulasi baru di 

Indonesia menaikkan 

biaya kepatuhan 

(compliance cost) bagi 

sekolah untuk 

menyesuaikan alokasi 

internal. Fokus tata 

kelola perlu diarahkan 
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setiap tahapan rekon 

anggaran. 

 

standardisasi kualifikasi 

guru. 

 

agar beban pengawasan 

administratif tidak 

mendistorsi energi utama 

Agent dari esensi 

peningkatan mutu belajar 

murid. 

Konsekuensi yuridis dari pemberlakuan batasan restriksi anggaran dalam 

Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2025—seperti pembatasan pembayaran honor guru/tendik non-

ASN maksimal 40% bagi satuan pendidikan swasta, batasan sarpras maksimal 20%, dan kewajiban 

buku minimal 10%—tidak dapat disamaratakan dampaknya terhadap seluruh sekolah swasta. 

Berdasarkan kerangka teoretis Resource Dependence Theory (Teori Ketergantungan Sumber Daya) 

yang dikembangkan oleh Pfeffer dan Salancik (1978), derajat kerentanan dan perilaku tata kelola 

suatu organisasi nirlaba sangat ditentukan oleh tingkat ketergantungannya pada penyedia sumber 

daya eksternal. Fenomena ini membagi satuan pendidikan swasta ke dalam dua kelompok utama 

dengan karakteristik konflik agensi yang berbeda: 

a. Kelompok Sekolah Swasta Bersumber Dana Utama dari BOSP 

Bagi satuan pendidikan swasta menengah ke bawah yang menempatkan Dana BOSP 

sebagai instrumen pembiayaan utama operasional, pembatasan kaku kuota honor maksimal 40% 

memicu terjadinya Double Agency Dilemma (Jensen & Meckling, 1976). Kepala sekolah selaku 

Agent menghadapi benturan kepentingan yang tajam antara kewajiban mematuhi aturan formal 

negara (Principal 1) dan tanggung jawab moral-profesional untuk menjaga stabilitas kesejahteraan 

tenaga pendidik di bawah naungan yayasan (Principal 2). Ketika ruang gerak finansial dikunci 

secara ketat oleh regulasi, kebijakan pembatasan input ini rentan meningkatkan risiko moral 

hazard berupa potensi manipulasi entri data pada aplikasi ARKAS demi menghindari sanksi 

administratif penundaan dana, atau memicu penurunan motivasi mengajar guru yang bermuara 

pada penurunan mutu belajar siswa (residual loss). 

b. Kelompok Sekolah Swasta Bersumber Dana Utama dari Dana Mandiri (SPP) 

Sebaliknya, pada klaster satuan pendidikan swasta dengan basis pendanaan mandiri yang 

kokoh—di mana pembiayaan komponen belanja pegawai atau operasional utama ditopang secara 

dominan oleh kontribusi finansial masyarakat (SPP dan Uang Pangkal) sesuai dengan amanat Pasal 

46 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional—pengaruh 

pembatasan kuota honor 40% dari Dana BOSP tersebut bersifat minor atau tidak signifikan. 

Diversifikasi finansial ini mereduksi tingkat ketergantungan (resource dependence) sekolah 

terhadap anggaran negara, sekaligus memperluas discretionary power kepala sekolah selaku Agent. 

Dana BOSP yang diterima dapat dialokasikan secara murni sebagai dana suplemen untuk 

peningkatan mutu materiil pembelajaran, seperti pemenuhan standar minimal 10% untuk 

buku/perpustakaan serta akselerasi program inovasi digital yang diamanatkan pemerintah. 

Analisis ini mengukuhkan premis akademik bahwa efektivitas instrumen pengawasan tata 

kelola keuangan yang bersifat top-down oleh pemerintah senantiasa berkelindan dengan 

karakteristik struktur pendapatan mikro pada masing-masing agen di lapangan. Pendekatan 

pengelolaan dana pendidikan di Kanada, yang mengedepankan model desentralisasi finansial 

berwujud Needs-Based Funding—di mana anggaran diberikan secara fleksibel mengikuti profil 

kebutuhan riil dan karakteristik kerentanan siswa tanpa mendikte batas persentase belanja barang 
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secara mikro—dapat menjadi bahan refleksi regulatif jangka panjang guna mengatasi heterogenitas 

kondisi empiris sekolah swasta di Indonesia. 

 

KESIMPULAN 

 

Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah berhasil mentransformasi tata kelola 

keuangan pendidikan dasar dan menengah ke dalam ekosistem digital melalui integrasi ARKAS, 

yang secara nyata meningkatkan transparansi administratif birokratis. Namun, efektivitas sistem 

pengawasan input secara kaku ini masih menghadapi risiko operasional sistemik berupa 

keterlambatan pencairan dana, kesiapan infrastruktur teknologi daerah, dan beban kepatuhan 

administratif yang tinggi bagi personel sekolah. Melalui analisis komparatif, sistem pendanaan 

Kanada memberikan perspektif bahwa akuntabilitas tata kelola yang optimal dicapai melalui 

desentralisasi formula berbasis kebutuhan siswa (needs-based funding) dan kontrol independen 

yang berorientasi pada keluaran mutu pembelajaran. Selain itu, restriksi persentase kuota belanja 

dalam Permendikdasmen No. 8 Tahun 2025 memicu dilema keagenan ganda serta risiko moral 

hazard yang asimetris, khususnya bagi klaster sekolah swasta kecil yang sangat dependen pada 

anggaran negara. Reformasi kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia direkomendasikan 

untuk beralih secara inklusif menuju pengawasan berbasis performa edukatif yang fleksibel guna 

menjamin keadilan mutu belajar murid. 
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